Menimbang :

Mengingat :

SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI ,

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahun 2001
tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2001 Nomor 5/B
Seri B) perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten
Kediri tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730) ;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894) ;
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Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4851) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049 ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa
kali terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pengelolaan Sampah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun
2000 Nomor 10 / Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 41);
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18. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 25 Tahun 2008

tentang Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Lembaran Daerah
Kabupaten Kediri Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 59);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2011

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 91);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

dan
BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Menetapkan

-~
i P
o
3.
4.
S.

-
6.
y

Daerah adalah Kabupaten Kediri.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.

Kepala Daerah adalah Bupati Kediri .

Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang
tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan
bentuk usaha tetap.

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan
atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan
kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau Badan.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya
disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan
persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan atau
diberikan oleh Pemerintah untuk kepentingan orang pribadi atau
badan.
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Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau
proses alam yang berbentuk padat.

Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi
dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis,
menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan
dan penanganan sampah.

Tempat Pembuangan Sementara yang selanjutnya disebut TPS
adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat perdauran
ulang, pengolahan, dan/atau pengolahan sampah terpadu.
Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disebut
TPAS, adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan
sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan
lingkungan.

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut
TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan,
pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan,
dan pemrosesan akhir sampah.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau
pemotong retribusi tertentu .

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk
memanfaatkan kekayaan daerah dari Pemerintah Daerah yang
bersangkutan.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan
besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan
retribusi kepada  Wajib Retribusi serta  pengawasan
penyetorannya.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah
yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh
penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang
telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah
dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan
besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
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20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena
jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang
terutang atau seharusnya tidak terutang.

21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administrasi berupa bunga dan/atau denda.

22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
retribusi dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan Retribusi Daerah .

23. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai
Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2
Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan,
dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan
persampahan/kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3
(1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah
pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh

Pemerintah Daerah, meliputi:

a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi
pembuangan sementara,

b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi
pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan
akhir sampah; dan

c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman,
tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.



Pasal 4
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang
menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan oleh
Pemerintah Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan dalam
Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi
pengambilan sampah, volume sampah, jangka waktu, dan
golongan pengguna jasa.

(2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sampah rumah tangga, dan sampah sejenis rumah tangga.

(3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah
dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara
lain berdasarkan luas area, jumlah personil dan klasifikasi wajib
retribusi

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM
PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan
dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang
bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan
efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya
operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

(3) Dalam hal penetapan tarif, sepenuhnya memperhatikan biaya
penyediaan jasa dan penetapan tarif hanya untuk menutup
sebagian biaya.

Pasal 8
(1) Tarif retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.



(2)

(3)

(1)

)

Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan
perkembangan perekonomian.

Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9
Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan pelayanan yang
diberikan, jenis serta volume sampah yang dihasilkan dan
kemampuan masyarakat.
Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
a. Rumah kediaman yang terletak di :

- Jalan Utama .........cceeeeeeeeeeeeeeceeenennn. Rp 7.500,00/bulan
- Jalan Kolektor..........cccoevviiicniiiiiiininnnnns Rp 5.000,00/bulan
~ SO RN s svnasnisnshisaoannnnss Rp 2.500,00/bulan
b. Pertokoan :
- Toko besar/swalayan/supermarket......Rp 30.000,00/bulan
- Toko sedang/minimarket..................... Rp 15.000,00/bulan
- ‘Toko kecil / pracangan.........ccocosvesasssnnss Rp 5.000,00/bulan
c. Restoran/Rumah Makan dan sejenisnya :
o SOOI . coinvinmimanss s SRS Rp 50.000,00/bulan
- Rumah Makan .........c.ceeeviiiiiiiininninnnen. Rp 25.000,00/bulan
= PR S Rp 15.000,00/bulan
% NRBEAR cvsnasnsnusssemionsina s o Ts R Rp 10.000,00/bulan

d. Hotel/Penginapan :
- Hotel bintang III dan seterusnya ....... Rp 300.000,00/bulan

~ ROt TR I ......cocvvommvmmumaningnive Rp 150.000,00/bulan
O DARERIIE ] ....cocvonsennsinssnnninsmmiinanin Rp 100.000,00/bulan
- Penginapan/hotel melati................... Rp 75.000,00/bulan
e. Pabrik/Industri (berdasarkan jumlah karyawan) :
- Besar (2 100 orang) ......ccone msmmninis Rp 450.000,00/bulan
- Sedang (25 — 100 01ang) ...ccoesssesasasine Rp 300.000,00/bulan
- Kecil (25 orang) .....cccevevvvvininincnnnnns Rp 250.000,00/bulan
f. Kesehatan (Pemerintah):
- Rumah sakitkelas A ..........ccevvnennene Rp 450.000,00/bulan
- Rumah sakitkelas B .......ccccoovvnvennnns Rp 300.000,00/bulan
- Rumeh sakit kelap C ..acuivvimiinie Rp 200.000,00/bulan
- Rumah sakit kelas D .........cccevvvnvnnnnn. Rp 150.000,00/bulan
= NI i i anaaiaiRas R AR Rp 100.000,00/bulan
g. Kesehatan (Swasta):
- Rumah sakitkelas A .........ccevvvenneen Rp 500.000,00/bulan
- ‘Rumeh sakit kelag B ...c.vesimviiinese Rp 350.000,00/bulan
- Rumah sakit kelas C ..........ccceeeneee. Rp 250.000,00/bulan
- Rumah sakitkelas D ...........coceeeneeee Rp 200.000,00/bulan

PR NPT e AR Rp 150.000,00/bulan
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Tempat Usaha Non Formal :

- PK-5 dengan tenda/kendaraan roda 4 ...Rp 1.500,00/hari

- PK-5 dengan gerobak dorong ................ Rp 1.000,00/hari

- PK-5 dengan kendaraan roda 2 ............ Rp 500,00/hari

Kantor (berdasarkan jumlah karyawan dan/atau luas area

kantor) :

D T T D Rp 15.000,00/bulan

TR T TR SRR SDEN R Rp 25.000,00/bulan

Sekolah

- SO i snan R A R AR AS Rp 35.000,00/bulan

< SORBOEE. ..vninisiservesvansimmnmsasse e o0 Rp 50.000,00/bulan

BRGHENE ... oo mmmmmn SRR RSS2 Rp 20.000,00/bulan

Aol o .isorsmsmsnnnniniisatessins Rp 20.000,00/bulan
. Gedung Pertemuan atau Gedung

olahraga................ Rp 50.000,00/bulan

Tesnpat WABAEL ... c..vinuisamns sz Rp 150.000,00/bulan

TEERREL STIRD. .o romnsniiicaibaniainend Rp 50.000,00/bulan

TOETHIIAY ...iivivvivisiinaniisssesrnasyssatRasnn Rp 100.000,00/bulan

TOmPat KUrBUB .....cvuooonvonsosssmmmsmanimpuin Rp 50.000,00/bulan

Salon Kecantikan .........cccocvvviiininiiinnnnnn. Rp 25.000,00/bulan

T R Rp 25.000,00/bulan

Kegiatan insidentil (di dalam gedung) :

- Peserta/undangan/pengunjung >500 Org........ccceevvvirruniannne

........... Rp 200.000,00/Hr
- Peserta/undangan/pengunjung 250-500 Org........ccccevveurennen
.............. Rp 150.000,00/Hr
- Peserta/undangan/pengunjung <250 Org........cc.ccooeuneiiniennnns
.............. Rp 100.000,00/Hr
Kegiatan insidentil (di luar gedung)

- Peserta/undangan/pengunjung >50000rg..........ccccovvniuinnnne
............ Rp 1000.000,00/Hr.

- Peserta/undangan/pengunjung 1000-50000rg...........c.ccuu...
............ Rp 500.000,00/Hr.

- Peserta/undangan/pengunjung < 1.000 org........cccccevvvunenn.
............ Rp 300.000,00/Hr.

v. Retribusi Persampahan /Kebersihan di dalam Pasar :

UNTUK PASAR KELAS
NO NAMA/GOLONGAN BARANG I 11 111
(Rp) (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5
I | TOKO/KIOS DI PASAR PER BULAN 3.500 | 3.500 [3.500
I | TEMPAT BERJUALAN DI LOS PASAR PER HARI

a

Kain, pakaian, barang-barang 150 150 100

palen, obat-obatan dan sejenisnya
Bahan pracangan
Emas

150
150

150
150

150
100




d Padi, gabah, polowijo, polo 150 150 150
pendem dan sejenisnya

e Alat-alat rumah tangga, abrak 150 150 100
tikar dan sejenisnya

f Buah-buahan, sayur-sayuran, 200 150 100
tembakau, bunga dan sejenisnya

g Perkakas bangunan (pintu dan 150 150 150
lainnya) dan sejenisnya

h Bahan bangunan (paku, cat, kawat 150 150 100
engsel, slot) dan sejenisnya

i Barang rongsokan/rombeng 150 150 100

j Usaha pertukangan 150 150 100

k Ikan (asin, laut, kali) dan sejenisnya 150 150 150

1 Makanan (tahu, tempe) dan sejenisnya 150 150 150

m Warung makanan/minuman 150 150 150

dan sejenisnya
n Gerabah dari tanah 150 150 100

Il | PENJAJA UNTUK TIAP-TIAP USAHA PER HARI

a Usaha besar (termasuk kain, pakaian, 200 200 150
obat-obatan & sejenisnya) yang
diangkut dengan kendaraan bermotor

b Usaha sedang (termasuk polowijo, 200 200 150
polopendem, sayuran, kue-kue, buah-
buahan dan sejenisnya) yang diangkut
dengan kendaraan bermotor

¢ Usaha kecil (termasuk makanan, kue- 150 150 100
kue, buah-buahan, sayuran dan
sejenisnya) yang diangkut dengan
kendaraan bermotor

IV | PEMAKAIAN MEJA DAGING (UNTUK TIAP-TIAP MEJA)

a Dalam tempat penjualan daging 150 150 150
b Diluar tempat penjualan daging 200 200 200

V | TEMPAT BERJUALAN TERNAK DI DALAM PASAR/PASARAN

a Ternak Besar :
Kerbau, lembu dan sejenisnya sebesar Rp 1.000,-

b Ternak kecil :
Kambing, domba, ayam, itik, angsa dan sejenisnya sebesar Rp
750,-

w. Pembuangan sendiri ke TPS/TPAS oleh orang Pribadi sebesar
Rp 6.000,-/M3 pada setiap kali pembuangan.

x. Pembuangan sendiri ke TPS/TPAS oleh badan sebesar Rp
50.000,-/M3 pada setiap kali pembuangan.



BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut di wilayah
daerah.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11
(1) Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang lamanya sama
dengan jangka waktu pelayanan selama 1 (satu) bulan.
(2) Masa Retribusi untuk pengambilan sampah yang bersifat
insidentil (event atau tontonan) terjadi pada saat ditetapkan
SKRD berupa karcis atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 12
(1) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.
(2) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan
Peraturan Kepala Daerah.

BAB X
PENENTUAN PEMBAYARAN, TATA CARA PEMBAYARAN DAN
TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 14

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

(2) Untuk setiap pembayaran retribusi sebagaimana diatur pada ayat
(1) diberikan tanda bukti berupa karcis oleh petugas pemungut
yang ditunjuk.

(3) Untuk pembayaran retribusi bagi langganan di Pasar Daerah
dilakukan di setiap awal bulan, dengan menggunakan kartu
langganan dan retribusi bulanan diperhitungkan 25 (dua puluh
lima) hari tarif yang dibayar.
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(4) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima
belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(5) Tata cara pembayaran, dan tempat pembayaran retribusi
diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

(1) Surat Teguran dan/atau Surat Peringatan sebagai awal tindakan
penagihan retribusi, dibuatkan dan dikeluarkan segera setelah 7
(tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran
dan/atau Surat Peringatan, Wajib Retribusi harus melunasi
retribusi yang terutang.

(3) Surat Teguran dan atau Surat Peringatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang
ditunjuk.

BAB XII
KEBERATAN

Pasal 16

(1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya
kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib
retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau
kekuasaan wajib retribusi.

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar
retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17
(1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi
keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan
Surat Keputusan Keberatan.
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(2)

(3)

(4)

(1)

()

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk
memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa
keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala
Daerah.

Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa
menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah
besarnya Retribusi yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah
lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan,
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 18
Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling
lama 12 (dua belas) bulan.
Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XIII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 19

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat

(2)

3)

(4)

(5

(6)

mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan,
sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu
keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi
dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya,
kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu
utang Retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling
lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan
setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
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(7)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Kepala Daerah.

BAB XIV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 20

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa
setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat
terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan
tindak pidana di bidang Retribusi.
Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tertangguh jika:
a. diterbitkan Surat Teguran; atau
b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik

langsung maupun tidak langsung.
Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak
tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
Pengakuan wutang Retribusi secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi
dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XV
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG KEDALUWARSA

Pasal 21
Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat
dihapuskan.
Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang
Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
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BAB XVI
PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 22
(1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam
rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang
berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau
ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna
kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi
diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

(1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi.

(2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan
memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi .

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 24

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan
persampahan/kebersihan dapat diberi insentif atas dasar
pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.
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BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 25

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah

(2)

(3)

Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk

melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi,

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara

Pidana.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat

pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah

yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang
Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih
lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;

g. menyuruh  berhenti dan/atau melarang  seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda,
dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
Retribusi;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

15



(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26
Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya
atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang
terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan
menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling
lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah
retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
penerimaan negara.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Retribusi
Pelayanan Persambahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten
Kediri Tahun 2001 Nomor 5/B Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 29
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang

mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Kepala Daerah.
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Pasal 30
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 6 - 2 - 2012

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 6 - 2 - 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd
SUPOYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2012 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI KEDIRI
SEKRET, RAH

SUPOYO



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, maka melaksanakan peraturan perundang-
undangan, memberikan pelayanan yang layak kepada masyarakat dan
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu mengatur kembali ketentuan-
ketentuan tentang pemungutan Retribusi Pelayanan
Persampahan /Kebersihan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukup jelas
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas



Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
Pasal 18

Cukup jelas
Pasal 19

Cukup jelas
Pasal 20

Cukup jelas
Pasal 21

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas
Pasal 24

Cukup jelas
Pasal 25

Cukup jelas
Pasal 26

Cukup jelas
Pasal 27

Cukup jelas
Pasal 28

Cukup jelas
Pasal 29

Cukup jelas
Pasal 30

Cukup jelas
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